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Akibat Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Tidak Beragama
Legal Consequences for Non-Religious Indonesian Citizens

A. Pendahuluan

Agama merupakan salah satu hal yang penting bagi banyak orang di Indonesia. Terdapat 6
agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pada
Pancasila sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menjadi dasar bagi warga negara
Indonesia untuk beragama.[1] Pesatnya perkembangan zaman yang ternyata juga berdampak pada
beberapa pemikiran masyarakat Indonesia tentang agama, salah satunya adalah memilih untuk tidak
beragama.[2]

Tidak beragama yang dikenal juga dengan sebutan ateis yang mana hal ini berkaitan dengan
seseorang memandang eksistensi tuhan.[3] Berdasarkan temuan penulis, fenomena ini bermula dari
pemikiran beberapa masyarakat Indonesia yang mengikuti cara berfikir orang barat yang
mengutamakan hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa bebas memilih agama termasuk
memilih untuk tidak beragama.[4] Pemikiran seperti itulah yang menyebabkan beberapa masyarakat
Indonesia juga mengikuti untuk tidak beragama.

Pada pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
dan Pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdakaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.[5] Namun dengan pesatnya perkembangan zaman yang ternyata juga berdampak pada beberapa
pemikiran masyarakat Indonesia tentang agama, salah satunya adalah memilih untuk tidak
beragama.[6]

Ateisme tidak diakui di Indonesia karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni
Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia
hanya enam, dan oleh sebab itu disebutkan tidak mempunyai lokasi bagi ateisme.[7] Namun, pada 10
Juli 2012, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa ateisme tidak dilarang dalam
konstitusi dan menyatakan bahwa pelarangan keberadaan ateis adalah “pelanggaran hak asasi
manusia".[8]

Peneliti menemukan pasal yang memiliki kesamaan dan perbedaan, dalam Undang-undang
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, ...”. Sedangkan dalam Pasal 18
ICCPR ayat 3 menyebutkan “Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk



melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain”.[9]

B. Rumusan Masalah
Beragama di Indonesia berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, sedangkan tidak
beragama tidak di akui di Indonesia dan tidak memiliki landasan hukum yang pasti.

C. Pertanyaan Penelitian
Kenapa tidak beragama di Indonesia tidak diakui?
Apakah ada landasan hukum tidak beragama di Indonesia?

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang disebut dengan penelitian
Normatif Yuridis. Penelitian normatif yuridis merupakan penelitian yang bertumpu kepada norma-
norma hukum yang sudah terbentuk dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang
ada dimasyarakat.

E. Jadwal Penelitian
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1. Persiapan Menyusun Proposal
2. Pengumpulan Data
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3. Pengolahan dan Analisis Data
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